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Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis implementasi PSAK 109 dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), mekanisme pencadangan dalam merespons risiko pembiayaan bermasalah, serta dampaknya terhadap manajemen risiko dan kualitas portofolio pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar. Penelitian menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapati lewat wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya pembentukan CKPN dilakukan sejak pencairan pembiayaan melalui pendekatan Expected Credit Loss, stage allocation, dan dukungan Early Warning System. Penerapan tersebut memperkuat mitigasi risiko dan menjaga kualitas portofolio.
Kata kunci: PSAK 109, CKPN, dan Manajemen Risiko.
This research seeks to examine the implementation of PSAK 109 in the formation of Allowance for Impairment Losses (CKPN), the mechanism for responding to problematic financing risks, and its impact on risk management and portfolio quality of murabahah financing at Bank Muamalat Makassar Branch. This qualitative study employed a case study approach. The data were obtained through interviews and documentation. The results reveal that CKPN is established from the financing disbursement stage through Expected Credit Loss, stage allocation, and an Early Warning System. The implementation strengthens risk mitigation and supports financing portfolio quality.
Keywords: PSAK 109, CKPN, and Risk Management.
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PENDAHULUAN
Perbankan syariah berperan vital sebagai jembatan antara pihak pemilik surplus dana dengan pihak yang memerlukan modal, melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Murabahah menjadi termasuk jenis pembiayaan yang sangat diminati, yang mekanismenya berupa kad jual beli yang menetapkan tingkat margin laba berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sejak awal perjanjian sejak pertama kali transaksi. Meskipun memberikan kepastian harga dan margin, pembiayaan murabahah tetap memiliki risiko ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, mengelola risiko pembiayaan sangat krusial untuk memastikan bank syariah tetap sehat dan beroperasi secara berkelanjutan.
Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mulai mengembangkan sistem perbankan syariah pada akhir abad ke-20 sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional berbasis bunga yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip keuangan Islam (Aspiranti et al., 2019). Perkembangan tersebut semakin didukung melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) yang memberikan peluang bagi pendirian bank dengan sistem perbankan ganda sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Anshori, 2007; Indramawan, 2019). Seiring perkembangan waktu, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah bank syariah, kebijakan pemisahan unit usaha syariah, serta dukungan regulasi pemerintah (OJK, 2023). Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya literasi keuangan syariah juga mendorong transformasi industri perbankan syariah menuju sistem keuangan yang semakin adaptif (Rusydiana et al., 2024).
Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu akad pembiayaan yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Riyadi, 2025). Meskipun pembiayaan murabahah memberikan kepastian harga dan margin, pembiayaan tersebut tetap menghadapi risiko apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas aset dan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek penting dalam kegiatan pembiayaan, mulai dari proses analisis kelayakan nasabah hingga pemantauan kualitas pembiayaan. Salah satu bentuk mitigasi yang diterapkan adalah prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) untuk menilai kemampuan dan kelayakan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Zakiyah, 2024).
NPF merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank syariah. NPF muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo, baik akibat faktor internal seperti lemahnya pengawasan maupun faktor eksternal seperti penurunan daya beli dan kondisi ekonomi. Perubahan rasio NPF dari waktu ke waktu menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan dinamika risiko pembiayaan sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan kebijakan pencadangan bank (Oktavia, 2025). Rasio NPF pada Bank Muamalat dari 2020-2025 yang mana diperlihatkan di tabel 1.1:
[bookmark: _Toc214136057][bookmark: _Toc214865722][bookmark: _Toc234469874]Tabel 1.1 
Rasio NPF pada Bank Muamalat
	Tahun
	NPF Gross
	NPF Net

	2025
	4.26%
	3.67%

	2024
	3.35%
	2.74%

	2023
	2.06%
	0.66%

	2022
	2.78%
	0.86%

	2021
	0.67%
	0.08%

	2020
	4.81%
	3.95%


Sumber: Data Bank Muamalat
Berdasarkan data pada tabel diatas, rasio NPF Bank Muamalat mengalami fluktuasi selama tahun 2020–2025. NPF Gross tercatat sebesar 4,81% pada 2020, turun menjadi 0,67% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 4,26% pada 2025. Sementara itu, NPF Net mencapai 3,95% pada 2020, turun menjadi 0,08% pada 2021, dan kembali meningkat menjadi 3,67% pada 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap menjadi persoalan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
Pembentukan CKPN merupakan langkah penting bagi bank dalam mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas pembiayaan (Harindra et al., 2023). Penerapan pendekatan kerugian ekspektasian memungkinkan bank mengenali potensi kerugian sejak dini berdasarkan tingkat risiko gagal bayar nasabah (Ramli, 2022). Pendekatan tersebut mendorong bank untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan kondisi risiko pembiayaan pada laporan keuangan (Siregar & Putri, 2025). Dengan demikian, CKPN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencadangan, tetapi juga mendukung proses pengelolaan dan mitigasi risiko pembiayaan (Azzahrah, 2024).
Penerapan model Expected Credit Loss (ECL) mengubah paradigma pengakuan kerugian dari pendekatan incurred loss menjadi pendekatan yang lebih prospektif. Melalui model tersebut, bank perlu mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan terjadi berdasarkan kondisi dan perkembangan risiko pembiayaan (Ramli, 2022). Penerapan ECL juga membutuhkan sistem estimasi dan pengumpulan data risiko yang memadai agar besaran CKPN dapat mencerminkan kondisi pembiayaan secara lebih akurat (Azzahrah, 2024). Oleh karena itu, penerapan PSAK 109 menuntut adanya koordinasi antara fungsi pembiayaan, manajemen risiko, dan akuntansi dalam proses penilaian dan pencadangan kerugian (Siregar & Putri, 2025).
Peningkatan CKPN sebagai akibat meningkatnya risiko pembiayaan dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank (Taufiequrahman et al., 2025). Beban pencadangan yang lebih tinggi dapat menekan laba dan profitabilitas, terutama ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah (OJK, 2024). Pencadangan yang terlalu besar juga dapat memengaruhi posisi permodalan karena menurunkan nilai tercatat aset keuangan (Devi et al., 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pencadangan dengan keberlanjutan kinerja dan ekspansi usaha bank (Robbani & Oktris, 2025).
Penerapan PSAK 109 menjadi semakin penting karena karakteristik margin yang telah ditetapkan sejak awal dapat membuat perubahan pencadangan berpengaruh terhadap laba yang diakui bank. Peningkatan risiko pembiayaan murabahah perlu direspons melalui penilaian risiko dan pembentukan CKPN yang sesuai dengan tingkat kerugian yang diperkirakan (Harindra et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga berhubungan dengan efektivitas manajemen risiko dan kualitas portofolio pembiayaan (Nurhasanah, 2021). 
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan standar berbasis ECL berhubungan dengan perubahan nilai CKPN serta pengelolaan risiko perbankan. Ramdani & Lelawati (2022) menemukan adanya peningkatan nilai CKPN setelah implementasi PSAK 71. Sementara itu, Firmansyah et al.(2023) menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 memiliki relevansi terhadap informasi keuangan perbankan. Irawati & Sihotang (2023) juga menunjukkan keterkaitan NPF dengan CKPN pada perbankan syariah. Kendati demikian, mayoritas studi terdahulu menerapkan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada analisis korelasi antarvariabel, sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kebijakan pencadangan diterapkan dalam praktik operasional pada tingkat cabang.
Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan mengkaji praktik pembentukan CKPN pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar. Fokus penelitian meliputi implementasi PSAK 109, mekanisme pembentukan CKPN dalam merespons risiko pembiayaan bermasalah, serta dampaknya terhadap efektivitas manajemen risiko dan kualitas portofolio pembiayaan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menetapkan pada studi ini yakni metode kualitatif melalui pendekatan case study (studi kasus) dengan paradigma interpretasi. Paradigma interpretif berpandangan bahwa realitas tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan realitas yang dibentuk melalui interaksi sosial serta konstruksi makna oleh individu. Sebagai metode penelitian yang mengedepankan analisis komprehensif, studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Muamalat di Makassar.
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara yang dilakukan terhadap narasumber. Informan penelitian terdiri dari bagian Branc Operation System Management (BOSM), bagian Realationship Manager Costumer (RMC), dan bagian Collecting. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas temuan pada data primer. Sumber data di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sumber data yang berupa orang (person), sumber data yang berupa tempat atau benda (place), dan sumber data berupa simbol (paper), yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara serta analisis dokumen. Teknik analisis data pendekatan analisis dari kualitatif model interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun, keabsahan data diuji memakai triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori untuk memastikan validitas temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mentranskripsikan hasil wawancara secara verbatim, mereduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta melakukan coding untuk mengelompokkan pernyataan informan ke dalam tema sesuai fokus dan deskripsi fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikategorikan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antar informasi sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Hasil kategorisasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.
	Dokumen eksternal dalam penelitian ini berupa laporan tahunan Bank Muamalat yang digunakan sebagai sumber data sekunder untuk memberikan konteks strategis dan mendukung analisis dampak pembentukan cadangan terhadap kualitas aset dalam laporan keuangan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dengan data dokumentasi, baik dokumen internal maupun laporan tahunan serta kebijakan resmi bank. Perbandingan berbagai sumber tersebut bertujuan memastikan konsistensi informasi, meminimalkan bias subjektif, dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian. Data yang telah teruji selanjutnya menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah secara akurat dan berbasis bukti empiris.
1. Implementasi PSAK 109 dalam proses pembentukan CKPN pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar
	Proses pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Makassar dilaksanakan secara sistematis sejak awal penyaluran pembiayaan. Pembentukan CKPN tidak menunggu sampai pembiayaan mengalami masalah, tetapi telah dilakukan pada saat pembiayaan dicairkan (dropping). Praktik tersebut menunjukkan bahwa bank senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui mengantisipasi potensi kerugian sejak awal pemberian pembiayaan. Hasil wawancara dengan Kepala Branch Operation and Service Manager (BOSM) menjelaskan:
“Sebenarnya gini pada saat nasabah itu dropping pembiayaannya itu memang langsung di cadangkan tingkat kerugiannya. Kalau dulu kan itu namanya PPAP sekarang namanya CKPN. Jadi pada saat itu eee dropping, nah kalau dia KOL-1 itukan cadangannya masih 1% dari total pembiayaannya, kalau dia KOL-2 itu 5% dikurangi jaminannya.”
	Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan CKPN dilakukan bersamaan dengan pencairan pembiayaan dan besarnya cadangan ditentukan berdasarkan kualitas pembiayaan. Proses pencadangan telah menjadi bagian dari prosedur pembiayaan dan bukan sekadar pencatatan yang dilakukan setelah munculnya pembiayaan bermasalah.
	Bank Muamalat menerapkan kebijakan pembentukan CKPN secara sistematis sejak tahap pencairan (dropping) pembiayaan. Besaran pencadangan ditentukan berdasarkan tingkat kolektibilitas nasabah yang berbeda sehingga memengaruhi besarnya cadangan yang dibentuk dengan mengacu pada ketentuan regulator, yakni OJK dan Bank Indonesia. Semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan, semakin besar pula cadangan yang diperlukan. Pendekatan berbasis risiko ini memastikan bahwa setiap pembiayaan, baik untuk keperluan konsumtif seperti KPR maupun multiguna, memiliki cadangan yang memadai untuk menyerap potensi kerugian. Implementasi ini selaras dengan temuan Salmayda et al.(2025) serta Sinaga et al.(2023)   yang mengungkapkan bahwasanya pencadangan sejak awal pengakuan aset merupakan strategi preventif yang akurat untuk memberikan gambaran kesehatan portofolio yang lebih transparan.
	Implementasi tersebut juga berkaitan dengan proses penilaian pembiayaan sejak tahap awal. Bank melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen nasabah, termasuk identitas, kartu keluarga, dokumen jaminan apabila diperlukan, serta pemeriksaan riwayat pembiayaan melalui SLIK. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya bank dalam menilai kelayakan dan risiko nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Pembentukan CKPN merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan pembiayaan yang dimulai sejak proses analisis hingga pembiayaan berjalan.
	Dari perspektif Teori Kepatuhan, pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Makassar menjalankan kebijakan pencadangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan regulator. Kepatuhan tidak hanya terlihat dari adanya pencatatan CKPN, tetapi juga dari penerapan prosedur penilaian kualitas aset dan klasifikasi risiko. Implementasi tersebut dipandang memiliki kesesuaian dengan PSAK 109, regulasi OJK dan BI, serta prinsip kehati-hatian. Sementara itu, berdasarkan Teori Manajemen Risiko, pengakuan dan pengukuran CKPN sejak awal pembiayaan menunjukkan bahwa bank telah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko secara preventif. Risiko tidak hanya ditangani ketika telah menjadi kerugian, tetapi telah diantisipasi melalui pencadangan berdasarkan kualitas pembiayaan. Implementasi PSAK 109 dalam proses pembentukan CKPN memperlihatkan keterkaitan antara kepatuhan terhadap standar akuntansi dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Sinergi antara kepatuhan regulasi dan strategi mitigasi risiko yang komprehensif menjadi fondasi utama bagi Bank Muamalat dalam Mempertahankan kestabilan dan akuntabilitas portofolio pembiayaan murabahah di tengah berbagai dinamika perilaku nasabah.
2. Mekanisme Pembentukan CKPN Berdasarkan PSAK 109 dalam Merespons Peningkatan Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Makassar
	Proses identifikasi dan penilaian risiko pada Bank Muamalat Cabang Makassar dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam pembentukan CKPN. Bank tidak hanya mengandalkan data historis saat pengajuan, tetapi juga memantau perkembangan kualitas pembayaran nasabah secara harian. Penilaian risiko dilakukan secara bertahap berdasarkan durasi keterlambatan dan kooperatif tidaknya nasabah dalam berkomunikasi.
	Penilaian risiko dimulai sejak proses pengajuan pembiayaan. Bank melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, keabsahan jaminan, serta riwayat pembiayaan nasabah melalui SLIK. Selain itu, bank mempertimbangkan kemampuan dan kondisi nasabah sebagai bagian dari analisis kelayakan pembiayaan. Proses tersebut penting karena kualitas pembiayaan yang diberikan sejak awal akan menentukan tingkat risiko yang wajib ditangani oleh pihak bank.
	Setelah pembiayaan disalurkan, kualitas pembiayaan dipantau melalui klasifikasi kolektibilitas. Dalam praktiknya, pembiayaan dikelompokkan berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran. Perubahan kolektibilitas menjadi dasar dalam menyesuaikan besaran CKPN. Ketika kualitas pembiayaan menurun, kebutuhan pencadangan juga meningkat. CKPN berfungsi sebagai instrumen untuk merespons perubahan profil risiko pembiayaan.
	Dalam menentukan besaran CKPN, Bank Muamalat mengintegrasikan klasifikasi kolektibilitas dengan mekanisme stage allocation. Kolektibilitas nasabah menjadi parameter utama yang mencerminkan tingkat risiko pembiayaan; semakin lama tunggakan, maka semakin tinggi risiko yang diakui dan semakin besar pula cadangan yang harus dibentuk. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 40/POJK.03/2019, pengelompokan ini membantu bank dalam mengukur cadangan secara sistematis, di mana aset yang mengalami peningkatan risiko signifikan akan dialokasikan ke tahap (stage) yang lebih tinggi sesuai model ECL. Hal ini mengonfirmasi temuan (Darmawati, 2025) bahwa klasifikasi kolektibilitas merupakan jangkar dalam penerapan prinsip kehati-hatian, yang memungkinkan bank memitigasi potensi kerugian secara akurat sebelum aset benar-benar dikategorikan sebagai macet.
	Monitoring juga dilakukan Bank Muamalat dengan memanfaatkan sistem pemantauan secara berkelanjutan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAPS (Muamalat Application Support) System digunakan sebagai Early Warning System untuk memantau status pembiayaan secara real-time (Syah et al., 2025). Sistem tersebut membantu bank mengidentifikasi pembiayaan yang melewati jatuh tempo sehingga tindakan penagihan dapat dilakukan secara lebih cepat dan proaktif. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, bank melakukan tindak lanjut melalui pengingat kepada nasabah. Apabila keterlambatan berlanjut, penanganan dapat diteruskan kepada bagian collection. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembentukan CKPN berjalan berdampingan dengan aktivitas mitigasi risiko. Pencadangan bukan merupakan satu-satunya respons terhadap peningkatan risiko, tetapi menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang meliputi monitoring, komunikasi dengan nasabah, dan penagihan.
	Secara teoretis, mekanisme di Bank Muamalat Cabang Makassar ini menunjukkan sinergi antara Risk Management Theory dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dengan mengombinasikan pemantauan berbasis teknologi, klasifikasi kolektibilitas yang disiplin, serta strategi penyelesaian yang terstruktur, bank mampu mengendalikan potensi kerugian secara efektif. Penerapan PSAK 109 di sini tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban pelaporan administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang memperkuat ketahanan bank dalam menghadapi volatilitas risiko pembiayaan, sekaligus menjaga stabilitas kesehatan aset melalui siklus identifikasi dan mitigasi yang berkelanjutan.
	Mekanisme pembentukan berkaitan dengan kondisi pembiayaan bermasalah sebagai indikator kualitas pembiayaan. Dalam hasil penelitian, informan menjelaskan bahwa NPF merupakan rasio pembiayaan perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5 terhadap total keseluruhan pembiayaan. Bank memantau rasio tersebut sebagai indikator kesehatan pembiayaan dan menggunakan batas 5% sebagai batas toleransi yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, mekanisme pembentukan CKPN pada Bank Muamalat Cabang Makassar menunjukkan adanya hubungan antara penilaian risiko, perubahan kolektibilitas, pencadangan, dan monitoring pembiayaan. Penerapan ECL dan stage allocation memberikan dasar bagi bank untuk mengantisipasi potensi kerugian, sedangkan Early Warning System membantu bank melakukan tindakan sebelum risiko berkembang menjadi pembiayaan bermasalah yang lebih besar.
	Temuan ini memperkuat penelitian Irawati & Sihotang (2023) mengenai keterkaitan NPF dengan CKPN pada perbankan syariah. Capaian ini juga selaras dengan kajian Hardana et al.(2023) yang menempatkan NPF sebagai salah satu arameter krusial dalam mengidentifikasi risiko pada LKS. Perbedaannya, penelitian ini memberikan gambaran kualitatif mengenai mekanisme operasional yang dilakukan bank dalam merespons perubahan risiko pembiayaan.
3. Dampak Penerapan PSAK 109 terhadap Efektivitas Manajemen Risiko dan Kualitas Portofolio Pembiayaan pada Bank Muamalat
	Penerapan PSAK 109 telah membawa implikasi signifikan terhadap penguatan manajemen risiko di Bank Muamalat, terutama melalui kewajiban pembentukan cadangan kerugian sejak awal pencairan pembiayaan. Berdasarkan temuan di lapangan, manajemen risiko dinilai efektif apabila kemampuan bank dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara optimal. Dalam perspektif informan dari pihak manajemen, pencadangan bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan instrumen antisipatif yang krusial untuk meminimalisir kerugian finansial yang lebih besar akibat potensi gagal bayar di masa depan. Perihal ini selaras dengan temuan (Pratiwi et al., 2024) yang menekankan bahwasanya pembentukan CKPN yang memadai memungkinkan bank menyerap kerugian tanpa mengganggu stabilitas keuangan secara signifikan, sekaligus mencerminkan upaya preventif dalam menjaga kesehatan perbankan.
Informan BOSM menjelaskan: “Kalau efeknya pasti ada karena itukan sebenarnya gini, tujuannya dibuat pencadangan itu untuk meminimalisir kerugiannya bank. Makanya, dibuatlah pencadangan, karena kalau tidak ada besok lusa kalau misalnya semakin parah tunggakannya. Nah itukan pasti akan besar juga, ininya efek kerugian yang bisa ditimbulkan.”
	Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan CKPN dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mengurangi dampak kerugian apabila pembiayaan mengalami peningkatan tunggakan. CKPN memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian sehingga dampak pembiayaan bermasalah terhadap kondisi keuangan bank dapat diminimalkan.
	Efektivitas manajemen risiko ini didukung kuat oleh mekanisme Early Warning System melalui pemanfaatan MAPS System. Sistem informasi tersebut memungkinkan bank melakukan pengawasan secara real-time terhadap status pembayaran nasabah, sehingga keterlambatan dapat dideteksi lebih dini untuk kemudian ditindaklanjuti secara proaktif. Sinergi antara teknologi informasi dan prosedur pengawasan penggunaan sistem terintegrasi dalam memantau jatuh tempo pembiayaan terbukti mampu menekan angka kolektibilitas buruk dan meminimalkan kebutuhan pencadangan yang lebih besar di masa mendatang. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 tidak secara otomatis menghilangkan risiko pembiayaan bermasalah. Kualitas portofolio tetap dipengaruhi oleh kondisi nasabah dan efektivitas monitoring di lapangan. Oleh karena itu, pencadangan harus berjalan bersama dengan proses analisis, pemantauan, komunikasi dengan nasabah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.
	Temuan penelitian menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kepatuhan regulasi dengan kualitas portofolio pembiayaan. Bank Muamalat secara disiplin membentuk CKPN berdasarkan tingkat kolektibilitas, yang berfungsi sebagai jangkar utama dalam menjaga kesehatan portofolio. Meskipun demikian, dinamika operasional di lapangan menunjukkan bahwa kualitas portofolio tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kendala seperti nasabah yang tidak kooperatif, sulit dihubungi, serta keterlambatan pembaruan data lapangan menjadi tantangan nyata yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan. Hal ini senada dengan temuan (Wahyuni & Satrianto, 2025) yang mengonfirmasi bahwa sektor wirausaha lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan sektor multiguna, yang berdampak langsung pada rasio Non-Performing Financing (NPF).
	Dalam konteks tersebut, NPF menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas portofolio pembiayaan. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa NPF Bank Muamalat mengalami fluktuasi selama periode 2020–2025. NPF Gross tercatat 4,81% pada 2020, turun menjadi 0,67% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 4,26% pada 2025. NPF Net juga mengalami pola yang sama, yaitu 3,95% pada 2020, turun menjadi 0,08% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 3,67% pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan masih mengalami perubahan sehingga pengelolaan risiko dan pencadangan tetap diperlukan.
	Dampak penerapan PSAK 109 terhadap kualitas portofolio tidak dapat dimaknai sebagai penurunan NPF secara langsung, tetapi lebih pada kemampuan bank dalam mengantisipasi dan mengelola konsekuensi risiko yang muncul. CKPN memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian, sedangkan sistem monitoring membantu bank mengidentifikasi dan merespons perubahan kualitas pembiayaan.
	Secara keseluruhan, penerapan PSAK 109 di Bank Muamalat Cabang Makassar memberikan kontribusi terhadap penguatan manajemen risiko dan pengelolaan kualitas portofolio pembiayaan. Kontribusi tersebut terutama terlihat melalui kemampuan bank mengantisipasi potensi kerugian, menyesuaikan pencadangan dengan tingkat risiko (PwC, 2017), serta melakukan monitoring dan tindakan penagihan secara proaktif. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor operasional dan kondisi nasabah sehingga penguatan monitoring dan kualitas informasi tetap diperlukan.
Secara teoretis, implementasi PSAK 109 di Bank Muamalat Cabang Makassar terbukti memperkuat manajemen risiko melalui integrasi antara ketaatan regulasi dan efisiensi operasional. Ditinjau dari Teori Kepatuhan dan Teori Manajemen Risiko, penerapan standar ini memaksa institusi untuk lebih disiplin dalam mitigasi risiko. Namun, temuan ini juga memberikan catatan kritis bahwa efektivitas penerapan PSAK 109 memiliki batasan, di mana kesuksesan dalam menjaga stabilitas kualitas aset sangat bergantung pada sinergi antara kepatuhan regulasi dengan responsivitas bank dalam menghadapi dinamika kendala lapangan yang kompleks. Penerapan PSAK 109 menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan operasional perbankan syariah yang sehat dan tangguh terhadap risiko pembiayaan. 

[bookmark: _heading=h.30j0zll]KESIMPULAN
Implementasi PSAK 109 di Bank Muamalat Cabang Makassar telah terbukti memperkuat manajemen risiko dan menjaga stabilitas kualitas portofolio pembiayaan melalui integrasi antara kepatuhan regulasi yang disiplin dan sistem manajemen risiko yang terstruktur. Proses ini dimulai dari verifikasi pengajuan yang ketat dan analisis karakter nasabah, hingga penerapan mekanisme pembentukan CKPN berbasis Expected Credit Loss (ECL) yang dilakukan sejak tahap pencairan (dropping) pembiayaan. Efektivitas sistem ini didukung oleh penggunaan Early Warning System melalui MARS System dan klasifikasi kolektibilitas yang dinamis, yang memungkinkan bank untuk mendeteksi dini potensi risiko serta melakukan mitigasi secara berjenjang, mulai dari pendekatan persuasif hingga restrukturisasi maupun eksekusi agunan. Meskipun tantangan eksternal seperti fluktuasi ekonomi pada sektor wirausaha dan kompleksitas perilaku karakter nasabah tetap menjadi kendala nyata di lapangan, penerapan PSAK 109 secara konsisten telah mentransformasi kebijakan pencadangan dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen strategis yang vital bagi ketahanan finansial, akuntabilitas, dan kesehatan portofolio pembiayaan Bank Muamalat secara berkelanjutan.
Keterbatasan penelitian ini karena hanya berfokus pada satu kantor cabang, menggunakan data kualitatif yang bersifat subjektif, serta memiliki keterbatasan akses terhadap data numerik internal bank. Riset mendatang dianjurkan untuk memperluas cakupan objek ke berbagai bank syariah guna meningkatkan generalisasi hasil serta melakukan pendalaman analisis terhadap faktor non-finansial seperti karakter nasabah dan moral hazard yang belum sepenuhnya terdeteksi melalui data administratif konvensional.
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